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Mengingat

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
NOMOR ll TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

i a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggara.n berjalan maka perlu
diiakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL7;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Al7;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756).1'

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
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5.

7.

B.
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Undang-Undang lVomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (i,entbaran i'iegara Repubiik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa00);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AA4 Nomor 1"O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesjia Nomor aaZ|l;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahein Daerah (Lembaran Negara
Republik Indone,sia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan LembaLran Negara Republik Indonesia
Nomor +4381

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lernbaran Negara Republik
InCcnesi.a Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244,
Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia
Ir[omor 5587i sebagaimana teiah ciiubah'be'berapa
ka1i, terakhir derrgan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ai4 tentang
Pemerintahan Daerah (l"embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Oi5 Nomor 5E,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudul<an Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4A28;);

9.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Al2 tentang
Perubaha-n Atas Peraturan Pemenntah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zAn Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
J\fnmnr <?4.n)'aivliiva vu rvi,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 TahunL 2010, tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemenintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(l,embaran Negara Repu'olik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 11"0, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedornalr Penyusunal. darl P+nerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20A6
tentang Pelaporan Keuangan dan Kineda
lnstansi Penier{rrtah il.embaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6La],;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Femerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6e3l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia It[omor 5165];

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52191;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indon,esia Tahun 201'2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

20. Peraturan Peme:rintah Nomor t2 Tahun 2CI17

tentang Pemhinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ZAfi Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60a1);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggaran DPRD ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2CI17 Nomor
106, Tambahara Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057 );
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa ka1i, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam l{egeri Nomor 2L Tahun ZOLL

tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun ZA11 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
N-omor 450) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Mentari Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentangPerubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2O1i tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan tsaniuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Beriia Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 5a 1);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2At6 (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana
teiah diubah beberapa kaii ierakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2Ot6 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Fend"apaian dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2016(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 768);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2AA5-2A25 {Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2OOg Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03);
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26. Peraturan Daera.lr Kabupaten TaLralong Nomor
A2 Tahun 20i0 tentang Pokok-Pokok
Fengeiolaan Keuangair Daerair ii,ernlraran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturatn Daerah Kabupaten Tabalong
l{omar C2 Tahiln 2*1'7 teniang Peru.bahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2Al7 Nomor 02 );

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
A2 Tahun 201 3 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor
CIz Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
18 Tahun zAffi tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2Ol4 Nomor 1B);

29. Peraturan Daera.h Kabupaten Tabalong Nomor
07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2AL7
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWT\KILAN RAKYAT DAERAH

KABUFATEN TABALONG
dan

AMT hAhAT  NTA
iJU rAi i I AIJf\ir(JI\\r

MIIMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHAN
ANGGARAN PENDAT'ATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ?017.
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Pasal 1

F"nggara-n Pend"apatan dan Belanja Daerah ?ahun Anggaran 2017,semu1a berjurnlah
np. -t.331.464.450.390,00 bertambah sejumlah Rp. 52.263.484.610,00 sehingga
menjadiRp. 1.383.727.935.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambahl(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Sernula
b. Bertambah/ {berkurang}

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Ju mlahPenerimaanPembiayaansetelahPeru bahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

{U Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a. Pendapatan Asli Daerah
i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 1 .33 1. .464.45O. 390,00
Rp" 52.263.484.610,00
Rp. 1 .383.7 27.935. 000,O0

Rp. 1 .42 1 .099.847.O00,O0
Rp. 213.638.648.976.22
Rp. 1 .634.738.495 .976,22

{Rp. 25 1.0 1O.560 .97 6,22l'

Rp. 89.635.396.610,00
Rp. 185.01 1.423.370.22
Rp. 27 4 .646.819 .984,22

Rp.0,00
Rp. 23.636.259.OO4.00
Rp. 23.636.259.00a.00

Rp.25 1 .0 10.560 .97 6,22
Rp.0,O0

1 terdiri dari:

Rp. 1 37.2 97 .495.000,00
Rp. 32.664.304.0OO.00
Rp. 169.96 1 .799.0O0,00

Rp. 1 .0 1 0.438.993.390,00
Rp. (7.177.604.390.00)

Rp. 1 .003.26 1 .389.000,00
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula
2) Bertarrrbah/ (berkurangi
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
Rp.2 1 O. 5O4.747.O00,OO

Rp. 1 83. 7 27 .962.A00,00
Rp. 26.776.785.000.00

yang sah setelah Perubahan

t2l pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah

Rp.8.125.206.000,00
Rp. (126.2aa.000.00)
Rp.7.99E.962.000,00

Rp.7.000.000.000,00
I?n O OOI\l/. u 9vv

Rp.7.000.OOO.000,00

Rp.41 .851 .565.000,00
Rp. 4.970.135.000.00

Perubahan Rp.46.821.700.000,0O

b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumiah retrebusi daerah seteiah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
1) Semula
2! Bertambahl{berkurang}
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daenah
yangDipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 80.320.724.A00,00

2) Bertambahl(berkurang| Rp. 27.82O.a13.000"00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah Rp. 108.141.137.000,00
setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil

1) Semula
2) Bertambah/ (beri<urang)

Jumiah dana bagi hasil setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

U Semula
2) Bertambah/{berkurang)

1) Semula
2) Bertambahlfterkurang)

Rp.297 .1 32. 1 56.000,00
Rp. 20.142.000.000.00
Rp.3 L7 .27 4.1 56.OO0,00

Rp. 530.264. 584.390,00
R@

Rp. 1 83.O42.253.O00,O0
Rp. 0.00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 502.944.980.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 183.O42.253.000,00
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
c terdiri dari jenis pendaPatan:

a. Hibah

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak iangsung setelah Perubahan

b. Belanja l,angsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja iangsung setelah Perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
jenis belanja:
a. Belanja pegawai

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 4.100.0O0.000,00
Rp. 1.000.00O.000,00
Rp. 5.100.0O0.000,00

Rp. O,0O

Rp. 0,00
Rp. O,0O

Rp. 1O2 .A54.A7 4.OOO,0O

Rp.0.00

khusus setelah perubahan RP.

lterdiri dari:

Rp. 826.053. 151.399,00
Rr. (57 .132.L7 4.794.OO

Rp. 768.9 20.97 6.609,00

Rp. 595.046.695.60 1,00

Rp. 27 A.7 7 O.823.7 66,22
Rp. 865.8 L7 .519.367 ,22

pada ayat (1) huruf a terdiri dari

Rp. 583.57 3.602.1 00,00
Rp. (63.0 1?,637.?so.Q.0)
Rp. 5 19. 553.964.85O,O0

1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan

'CI. Dana Darurat
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

c. Dana Bagr Hasil Pqjak
1) Semula F(P. 77.573.888'000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.776.785.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak stelah Perubahan Rp.103.350.673.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi
102.054.074.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

U Semula RP. O,00

2t Bertambahl(berkurang) RP. O,0O

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Rp. 0,00
pemerintah Caereh lainnya sete!.ah Perubahan

(2)
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b. Belanja bunga
L) Semula
2) Bertambahl(berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

c. Belanja subsidi
1) Semula
2) Bertambah/{berkurang)
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

d. Belanja Hibah
1,) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah betanja hibah setelah Perubahan

e. tselanja bantuan sosial

U Semula
2l Bertambah/ (berkurang)
Jumlahbelanj abantuansocialsetelahPerubahan

1) Semula
2) tsertambah/ (berkurang)

Jumlah Belanja Bagr Hasil kePada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Rp. O,OO

Rp. 0.00
Rp. 0,00

Rp. 3.820.000.Q00,00
Rp. 843.707.000.00
Rp. 4.663.707.00O,00

Rp. 42"699.867.950,00
Rp. 5.496.4O0.0O0.00-
Rp. 48.196.267.950,00

Rp. 9.086.700.000,00
Rp. 0,00
Rp. 9.086.700.0O0,00

Rp. 5.592.478.000,00
Rp. 500.000.000.00

Rp. 6.092.478.000,00

Rp. 178. 17 4.1.12.700,00
Rp. 47.355.460.00

Rp. i78.22 1.468. 160,00

Rp. 3.106.390.649,00
Rp.0.0O
Rp.3.106.390.649,44

(1) huruf b terdiri dari jenis

Prp. 47.449.895,425,0O
Rp. 13.906.998.930.00
Rp. 61.356.894.355,0O

setelah Perubahan
g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupatenf Kota, Pemerintah

Desa dan Partai Politik
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada
Prcpinsi/ Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga
1) Semuia
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlahbelanj atidakterdu gasetelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
Belanja:
a. Belanja pegawai

1) Semula
2) Bertambah/{berkurang}
Jumlahbelanj ape gawaisetelahPerubahan
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b. Belanja barang dan jasa

u Semula Rp. 249.7A7.942.350,00

2i Bertambahlitrerkurarig) Rp" i16.i65.543'833,07

JumlahbelanjabarangdanjasasetelahPerubahan Rp. 365.873.486.183,07

c. Belanja modal

uSemulaRp.297.888.857.826,0o
2) Bertambah,/(trerkurang) Rp. 140.598.281'003'15

Jumlahbelanja modal setelahPerubahan Rp. 438.587.138.829,15

Pasal 4

(1) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 89.635.396.610,00

2) Bertambah/(berkurangi Rp. 185.01i.423.370.22

JumlahpenerimaansetelahPerubahan P<p. 27 4 .646 .819 .98CI ,22

b. Pengeluaran
1) Semula RP. 0,0O

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.636.259.004'00

JumlahpengeluaransetelahPerubahan Rp. 23.636.259.004,00

(Zi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiyaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelum sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 89.635.396.610,00

2) Bertambah/{berk'-rrang} Rp, 185.011.423,370,22

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

P<p. 27 4.646.819 .98A,22

b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1) Semula RP. 0,O0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah pencairan dana cadangam setelah Rp. 0,00
Perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang ciipisahkan sejumlah

U Semula RP. 0,0O

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(O.OO)

Jumlah Hasil penjualan kekayaan Caerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp.0,00
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d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1) Semula RP.0,00

2) Eertarii;ahifterkurang) RB. S;00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah
Perubahan Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
1l Seurula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula RP. 0,0O

2l Bertarnbah/(berkurang) Rp' O.00

Jumlah Penerimaan piutang daeraLh setelah Rp.0,00
Perubahan

B: Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Modal

1) Semula RP. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) RP. 0,00

Jumlah Penerimaan Bagian Laba dari Penyertaan Rp. (0,00)
I\tIaCal

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan

3) Semula RP. 0,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp-0.00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp. 0'00
Perubahan

b. Penyer+"aan rncdal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula RP.O,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.000.000.000.00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah setelah Perubahan Rp.21.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang
1) Semula RP. 0,00

2i Bertambah/(berkurang) Rp. 2.636.259.00a.00

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Rp.2.636.259.004,00
Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula RP.0,0O

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0.0O

.iuml"ah Femberian pinjaman daerrah seteiai: Rp.O,OG

Perubahan
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Pasal 5

Dalam keadaan darurat rlan / atant mendesak Femerintah Daerahr dan I atau
Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya d.engan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau
penjadwaian- ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun beq'alan
iai.tny", dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun ,tnggaran }AW dan selanjutnya ditampung dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 21fi. Dalam hal tidak dilakukan Perubahan
atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, maka atas
pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati
i"r*ib,rt akan-dicantumkan I disampaikan dalam CALK pada Laporan Realisasi
Anggaran Tahun 2016.
Kreteria keadaan darurat sebagaimana Pada ayat {1) diatas meliputi :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah darrl /
atau Pemerintah Kabupaten Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebeiumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diiuar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan / Pemerintah

Kabupaten Tabalongi dan
d. memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Kreteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud Pada ayat (U diatas
mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

l*r**di* dalam tahun anggaran beq'alan, termasuk kewajiban daerah dalam
mendukung prograrn dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah
pusat/ pemerintah propinsi; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
keiugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dalr, I atau Pemerintah
Kabupaten Tabalong dan masyarakat.

Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan dan / atau mendesak
sebagaimana dimaksud Fada ayat (ii sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 6

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Fendapatan dan Beianja Da,erah

Sebagaimana d.imalisud dalam Pasal I ,tercantum dalam Lampiran Sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi :

tzl

t3)

(4)

a.
b.

C.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Ringkasan Perubahan APBD;
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan APtsD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Frogram dan fegiatan;

d.



e. Lampiran V

f Larnniran
g. Lampiratr

h. La"rapiran

i. Larnpirair IX
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Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpacluan Urusan Pemerntahan Daerah dan Fungsi dalatrr
Kerangka Pengelo'laan Keuangar Negara;

VI Daftar Perubahan.Iumlah Pega-rvai per-golongan dan per-jabatan;
Vil L.aparan Keuangan Pemei'intah Ilaerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah
1y'i11 *aftas- Kegiaian-kegiatai: iahun anggei=an sel-:elumnya :\rang

belum diseiesaikan dan riianggarkan kerrrbali daiam tahun
anggaran ini;
Daliar pinjaman daerahr <ia.n obiigasi daerah"

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut rnengenai Peqjabaran flerubahan Anggaran Pendapa-tan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tabaiong Tahun Anggaran ZALT diatur dengan Peraturan
E} rn*fi

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkein pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan p*rr**patannya clalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabaiong'

Ditetapkan di Tanjung
08 Septern'ber 2*LT

NG,

SYAKHFIANi

Diundangkan di Tanjung
pe.Ca tanggal OB SePternber ZALT

RIS DAERAH

B SANGADJI

AERAii KABUPATEN ?ABALONG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SELATAN: {11812*i7i

rr, nRiryiAi:tu_i\ zv r t

TABALONG,

NOMOR 11.

PROVINSI KALIMANTAN
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